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Pendahuluan 

Saat terjadi kejadian yang tidak terduga pada harta dan jiwa dapat digunakan dana 

asuransi syariah (takaful) agar tidak mengganggu kas harian yang telah dianggarkan. 

Anjuran untuk mempersiapkan  asuransi terdapat dalam QS Annisa ayat 9: 

فاً خَافوُاْ عَلَيۡهِمۡ  يَّةٗ ضِعََٰ وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لوَۡ ترََكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذرُ ِ

َ وَلۡيَقوُلوُاْ قوَۡلٗٗ سَدِيداً     فلَۡيَتَّقوُاْ ٱللََّّ

Terjemahan:9.  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 
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 Dahulu seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang hampai harus 

menjual asset rumah, mobil atau tanah untuk membayar biaya pengobatan. Pendeknya, 

mereka harus kehilangan asset karena tidak mempersiapkan anggaran untuk kejadian tak 

terduga.  

 Saat ini negara telah menghadirkan program asuransi kesehatan yang dikelola oleh 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang mana negara 

memberikan jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu dan memberikan platform 

asuransi kesehatan berbayar sesuai kemampuan ekonomi bagi seluruh masyarakat.  

 Sejak program jaminan kesehatan dibuka untuk umum, bukan hanya berlaku pada 

pagawai pemerintahan, masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan karena 

mereka diarahkan untuk mengalokasikan dana untuk biaya kesehatan, sehingga ketika terjadi 

hal tidak terduga, seperti anak atau orang tua sakit, maka mereka tidak sampai harus menjual 

asset karena telah menyisihkan anggaran untuk kesehatan yang mereka bayar tiap bulan. 

 

Urgensi dan Manfaat Program BPJS 

 Penulis sendiri sangat merasakan manfaat dari program ini, ketika anak-anak 

bergantian sakit misalnya, penulis tidak risau lagi masalah biaya kesehatan karena sudah 

tercover oleh BPJS, bahkan ketika kondisi sakit tersebut membutuhkan tindakan rawat inap, 

penulis juga tidak risau karena layanan rawat inap juga telah tercover. Sehingga bisa benar-

benar fokus merawat anak-anak yang sakit.  

 Saat orang tua penulis sakit, keluarga juga tidak risau terkait biaya pengobatan. Saat 

bapak terserang stroke dan harus opname hamper dua pekan misalnya, semua tercover BPJS, 

bahkan untuk control lanjutan pasca opname lengkap dengan obatnya.   Saat ibu penulis 

terdiagnosa kanker Rahim dan harus dilakukan oprasi pengangkatan Rahim di Surabaya, 

semua biaya operasi juga dicover oleh BPJS. Penulis tidak perlu risau terkait biaya kesehatan 

di masa-masa genting tersebut karena telah mengalokasikan membayar iuran kesehatan 

setiap bulannya. Ini adalah salah satu contoh wealth protection (perlindungan harta) yang 

diberikan negara kepada masyarakat melalui program jamnan kesehatan.  
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 Hadirnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014 mendapat 

bermacam respons dari masyarakat. Bahkan para tokoh agama memberi perhatian serius 

seperti hasil ijtima’ ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Tegal, tahun 

2015 lalu. Kesepakatan para ulama itu menyebut BPJS khususnya BPJS Kesehatan tidak 

sesuai dengan syariah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (pertaruhan) 

dan riba. 

Sebaliknya, Ketua Umum PBNU saat itu, Said Aqil Siradj, mengatakan program 

jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana diketahui BPJS Kesehatan 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS). BPJS 

Ketenagakerjaan menggelar program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). 

Pemimpin organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu mengatakan 

berbagai program yang diselenggarakan BPJS ditujukan untuk kemaslahatan umum. Dalam 

fiqih, dikatakan Said, hal itu dibolehkan (halal) karena tidak ada unsur gharar. “Kalau 

renternir itu haram karena ada yang disembunyikan (mengandung unsur gharar). BPJS itu 

programnya tidak ada yang merugikan ataupun disembunyikan,” . 

Di lain pihak, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia saat itu, Din Syamsuddin, 

menegaskan, tidak ada pernyataan haram di dalam hasil kesimpulan Ijtima Ulama Komisi 

Fatwa MUI se-Indonesia Tahun 2015 di Tegal terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan, beberapa waktu lalu. Pernyataan Din ini sekaligus mengklarifikasi 

sejumlah pemberitaan di media masa yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan haram. 

“Secara umum saya memahaminya, itu tidak ada satu pun kata yang menegaskan bahwa 

BPJS Kesehatan itu haram. Dalam kesimpulan itu tidak ada satu pun yang menegaskan itu 

haram,” kata Din saat dijumpai di area Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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Meski begitu, Din mengamini, jika berdasarkan sudut pandang Komisi Fatwa MUI 

terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan pemerintah di dalam pelaksanaan program 

BPJS Kesehatan. Catatan itu diantaranya BPJS Kesehatan dianggap mengandung unusur 

gharar (ketidakjelasan), maisir (memiliki unsur pertaruhan) dan riba. “Oleh karena itu hal 

ini perlu mendapat penjelasan dari pemerintah karena masyarakat saat ini memandang 

pentingnya hal-hal yang berbau syariah,” ujarnya. 

KNKS sebagai katalisator ekonomi syariah Indonesia sejak tahun 2019 telah 

mengawal Tim Perumusan Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial untuk mengembangkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan prinsip 

syariah. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja Indonesia akan jaminan 

sosial berbasis syariah, sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan syariah dengan 

investasi dana BPJS Ketenagakerjaan pada instrumen keuangan syariah, serta meningkatkan 

market share ekonomi syariah Indonesia. “KNKS sudah melakukan MoU dengan BPJS 

Ketenagakerjaan untuk pengembangan SJSN syariah,” pungkas Taufik selaku Direktur 

Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal. 

KNKS mengundang Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

melakukan konsultasi Pengembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah. Pada 

pertemuan ini KNKS berkonsultasi kesesuaian syariah dalam sistem Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Bidang 

IKNB Syariah DSN-MUI Agus Haryadi, Anggota IKNB Syariah DSN-MUI Rikza Maulana, 

Direktur KNKS Taufik Hidayat beserta jajaran analis KNKS. Agus menjelaskan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Indonesia diselenggarakan berdasarkan 9 prinsip. Dimana 

9 prinsip tersebut diantaranya sudah sesuai dengan prinsip syariah. DSN-MUI sudah 

keluarkan fatwa BPJS Kesehatan di tahun 2016, dan sedang dalam tahap penyusunan fatwa 

BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk BPJS Ketenagakerjaan akan segera disusun fatwanya, 

sekaligus sedang disiapkan sistemnya agar bisa syariah secara keseluruhan,” ujar Agus. 

 Di sini kita bisa melihat bagaimana besarnya manfaat dari program ini bukan hanya 

dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga negara, tapi juga multiplayer effect 
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yaitu wealth protection (perlindungan harta) sehingga masyarakat tidak harus kehilangan 

asset saat menghadapi maalah kesehatan. Pemerintah juga menaruh konsern terkait 

perbaikan-perbaikan sistem dari program terebut agar semakin sesuai dengan syariat Islam. 

Sehingga program ini bisa menjadi salah satu opsi sarana untuk melakukan wealth protection 

(perlindungan harta) bagi keluarga muslim di Indonesia. 

 

Penyuluhan Optimasi BPJS 

Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki populasi yang 

beragam dengan berbagai kebutuhan kesehatan. Meskipun BPJS Kesehatan telah 

ddigratiskan oleh pemerintah kota Surabaya, masih banyak masyarakat yang belum terdaftar 

atau mengalami kesulitan dalam proses aktivasi. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, 

akses yang terbatas, dan ketidakpahaman mengenai prosedur pendaftaran sering menjadi 

hambatan utama. Oleh karena itu, melalui program pengabdian masyarakat kami berinisiatif 

untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan penyuluhan dan aktivasi BPJS Kesehatan 

secara gratis. 

Kegiatan penyuluhan dan aktivasi BPJS Kesehatan ini dilaksanakan di berbagai 

lokasi strategis di Surabaya. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas BPJS, 

tenaga kesehatan, serta relawan dari komunitas setempat. Sosialisasi dilakukan melalui 

berbagai media, seperti pamflet, media sosial, dan pengumuman di tempat-tempat umum 

untuk menginformasikan jadwal dan lokasi kegiatan. 

Penyuluhan diberikan mengenai pentingnya BPJS Kesehatan, manfaat yang didapat, 

dan cara-cara pendaftaran. Penyuluhan ini dilakukan secara langsung oleh petugas BPJS dan 

tenaga kesehatan yang telah terlatih. Masyarakat yang hadir dapat langsung melakukan 

pendaftaran dan aktivasi BPJS Kesehatan di lokasi kegiatan. Petugas membantu proses 

pengisian formulir dan verifikasi data secara langsung untuk memastikan proses berjalan 

dengan lancar. 
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Kegiatan ini telah berhasil meningkatkan jumlah pendaftar BPJS Kesehatan di 

Surabaya secara signifikan. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan telah meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Beberapa 

dampak positif yang telah dicatat antara lain 

1. Peningkatan Kesadaran: Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya jaminan 

kesehatan dan manfaat yang bisa didapat dari BPJS Kesehatan. 

2. Akses yang Lebih Mudah: Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat mendapatkan 

kemudahan dalam proses pendaftaran dan aktivasi BPJS Kesehatan. 

3. Penguatan Kolaborasi: Program ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, 

tenaga kesehatan, dan komunitas dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. 

 

Penyuluhan dan aktivasi BPJS Kesehatan gratis ini merupakan langkah nyata dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang merata. 

Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa kemudahan pendaftaran 

BPJS, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan. Diharapkan 

kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai cakupan 

kesehatan yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah Surabaya. 
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